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BAB I 
 
PANCASILA SEBAGAI DASAR IDIOLOGI DAN DASAR NEGARA 
 
A. Sejarah Pancasila 
 
Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara 
mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang, 
dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat 
pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan- 
gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan 
besar bangsa Indonesia sendiri. 
Proses sejarah  konseptualisasi  Pancasila melintasi rangkaian 
perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam 
bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan 
gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode 
kebangsaan bersama  (civic nationalism).  Proses  ini ditandai  oleh 
kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, 
SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain), 
partai politik (Indische Partij, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain- 
lain), dan sumpah pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai 
pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik  Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. 
Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI, Radjiman 
Wediodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka, puluhan 
anggota  BPUPKI berusaha  menyodorkan pandangannya, yang 
kebanyakan pokok gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila 
Pancasila. Rangkain ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang 
menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila. 
RumusanSoekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui 
BAB II 
 
UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI 
KONSTITUSI NEGARA 
A. Teori Negara Hukum 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara 
Indonesia adalah negara hukum“ Negara hukum damasked adalah 
negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan 
kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 
dipertanggungjawabkan.1 
Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara 
Hukum ialah negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan 
kepada warga negaranya. Keadilian merupakan syarat bagi terciptanya 
kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada 
keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia 
menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu 
mencerminkan keadilan bagi pergaulan bagi hidup antar warga 
negaranya.2 
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan 
dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum 
dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat 






1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang- 
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan ayat), 
(Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm.46 
2 Moh. Kusnardi dan Haramily Ibrahim, Op.Cit, hlm.153 
BAB III 
 
NEGARA KESATUAN REPBUBLIK INDONESIA 
SEBAGAI BENTUK NEGARA 
 
A. Sejarah Nama Indonesia 
Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan 
masyarakat bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. 
Akibat penjajahan bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir 
dan batin, mental dan materiil, mengalami kehancuran di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga 
sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan 
Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna, dan hancur 
tanpa sisa. 
Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat 
panjang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan 
"Manusia Jawa". Secara geologi, wilayah nusantara merupakan 
pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, 
Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. 
Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau 
kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 
SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua 
kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan 
Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di 
pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. 
Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat 
kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang 
dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad 
ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat 
BAB IV 
 
BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL 
 
A. Bhineka Tunggal ika 
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di dalam pita 
berwarna dasar putih yang dicengkram oleh cakar Elang Garuda 
Pancasila adalah semboyan yang berasal bahasa Jawa Kuno. Frase ini 
sangat dalam maknanya, karena menggambarkan persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia, walaupun keluar memperlihatkan perbedaan atau 
keragaman. 
Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sebagai semboyan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah cita-cita dari 
para pembangunbangsa ini. Sempalan kata-kata yang dikarang oleh Mpu 
Tantular ini seakan-akan sudah menajadi suatu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan dari Republik ini. Hal ini terjadi karena semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika sudah menjadi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 
4 pilar ini terdiri dari Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.3 Bait yang dijadikan semboyan resmi 
Negara Indonesia ini sangat panjang, yaitu Bhineka Tunggal Ika Tan 
Hana Dharmma Mangrwa. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dikenal 
untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan 
Wisnuwardhana. Perumusan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini 
dilakukan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumusan 
semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha 
mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. 
 
 





A. Pengertian Korupsi 
BAB V 
KORUPSI 
Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja 
corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, 
menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat 
publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak 
wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang 
dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang 
dipercayakan kepada mereka.4 
Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: 
risywah, khiyânat, fasâd, ghulû_l, suht, bâthil.5 Sedangkan dalam Kamus Al- 
Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: risywah, ihtilâs, dan fasâd.6 
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,korupsi secara harfiah berarti: 
buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat 
disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti 
terminologinya, korupsi adalah penyelewengan ataupenggelapan (uang negara 
atau perusahaan) untukkepentingan pribadi atau orang lain.7 






4 Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap 
Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo 
Semarang, 2009, h. 14. 
5 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pon Pes Al-Munawwir 
Krapyak, Yogyakarta, 1984, h. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100 
6 Adib Bisri dan Munawir AF, Kamus Al-Bisri, Pustaka Progresif,Surabaya, 1999, h. 161 
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar BahasaIndonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 1995, h. 527 
BAB VI 
PENCEGAH PENYALAGUNAAN NARKOTIKAN DAN OBAT 
TERLARANG 
A. Pengertian Narkoba 
Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika 
dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah 
psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang 
digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan 
atau obat yang masuk kategori berbahaya ataudilarang untuk digunakan, 
diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar 
ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon 
yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dri narkoba 
adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni 
bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan 
mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat(disebutkan 
psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental 
emosioanl dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan 
(adiksi), dan ketergantungan( dependensi) terhadap masyarakat luas 
pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istlah Narkoba daripada 
Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih popular. Oleh karena itu, 
dalamtulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba. 
Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dri dua zat, yakni narkotika 
dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis 
(golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur 
dengan undang –undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur 
dengan undang – undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini 





A. Pengertian Terorisme 
Pengertian dan definisi mengenai terorisme sampai sekarang 
masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan 
dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan 
tetapi ketiadaandefinisi hukum internasional mengenai terorisme tidak 
serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing 
negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, 
mencegah dan menanggulangi terorisme. 
Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin 
“terrere” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata 
teror juga bias menimbulkan kengerian.8 Tentu saja kengerian di hati dan 
fikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme 
yang bias diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme 
adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena 
terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan 
terhadap orang- orang tidak berdosa. Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia menyebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan 
atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan 
menakutkan, terutama untuk tujuan politik.9 
Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European 
Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST) di eropa tahun 1977 
terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes Against State menjadi 
 
8 Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung:Retika 
Aditama, 2004, hlm. 22. 
9 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 




A. Pengertian Pendidikan Karakter 
Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan dan karakter, 
menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang 
berbeda-beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi 
dan disiplin keilmuan yang digunakan, diantaranya: Menurut D. Rimba, 
pendidikan adalah “Bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh 
pendidik terhadap perkembangan Jasmani dan Rohani anak didik menuju 
terbentuknya kepribadian yang utuh.10 
Menurut Doni Koesoema A. mengartikan pendidikan sebagai proses 
internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi 
beradab.11 Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses 
dimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk 
menjalankan kehidupan, dan untuk memenuhi tujuan hidup secara 
efektif dan efisien. Menurut Sudirman N. pendidikan adalah usaha yang 
dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi 
seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau 
mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 
mantap.12 
Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya 
untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan 
alam dan masyarakatnya.13 Sedangkan secara terminologi 
 
10 D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1989), h. 19. 
11 Doni Koesoema A. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern. 
(Jakarta:Grasindo, 2007), h. 80 
12 Sudirman N, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), h. 4. 





A. Pengertian Demokrasi 
Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan 
kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis 
menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam 
melaksanakan pemerintahan suatu negara. 
Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan 
bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam 
pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai 
konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya 
kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu 
rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang 
sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.14 
Titik Triwulan Tutik menyebutkan bahwa “demokrasi secara 
etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa 
Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan 
“cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).”15 Dengan 
demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem 
pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan 
oleh rakyat. 
Demokrasi secara istilah, menurut Joseph A. Schemeter berpendapat 
bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai 
keputusan politik dimana individu- individu 
 
14 Jimly Asshiddiqie, Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi, Op. Cit., hlm. 293 
15 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmandemenUUD 
1945, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67 
BAB X 
 
LAMBANG NEGARA INDONESIA 
 
A. Lambang Negara 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS (1987), 
simbol atau lambang dapat diartikan sebagai tanda, lukisan, perkataan, 
lencana dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung 
maksud tertentu. Warna merah pada Sang Merah Putih merupakan 
lambang “keberanian” danwarna putih merupakan lambang “kesucian” 
seperti yang dikatakan Ogden Richard (1972:9), lambang ini bersifat 
konvensional, perjanjian tetapi lambang dapat diorganisir, direkam dan 
dikomunikasikan. Lalu menurut Prof. R.Djoko Soetono SH, negara adalah 
organisasi yang terdiri dari kumpulan manusia yang berada dibawah 
pemerintahan yang sama. Dari pengertian-pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa arti lambang negara adalah suatu penanda identitas 
suatu kalangan yang berisi kepribadian dan ideologi yang dipegang suatu 
kalangan tersebut. 
Identitas nasional pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai 
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu 
bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan khas tadi suatu bangsa berbeda 
dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono,2005). Identitas 
nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar 
tetap relevan dan fungsional dalam kondisi dalam kondisi aktual yang 
berkembang dalam masyarakat. 
Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas 





A. Sejarah Lagu Kebangsaan 
Beberapa tahun terakhir ini wacana tentang nasionalisme 
seringkali menjadi perdebatan secaraberulang, namun belum pernah 
tuntas. Suatu saat orang ramai berdebat, tapi tak lama isyu itu lantas 
tenggelam, untuk kemudian muncul kembali dengan perdebatan serupa. 
Kebijakan Orde Baru yang cenderung berpihak kepada kekuatan 
modal telah membawa Bangsa Indonesia ke dalamketerpurukan yang 
sangat memprihatinkan. Aset bangsa yang paling asasi, yaitu tanah 
dan air,terampas dari tangan rakyat. Konflik agraria (“agraria” dalam 
arti luas) merebak di mana-manawalaupun konflik tersebut terkemas 
dalam wajah konflik etnik, konflik agama, konflik penduduk aslilawan 
pendatang, dsb. Sementara itu, praktek kehidupan di berbagai bidang 
pun menjadi carutmarut. Sebagai salah satu tanggapan terhadap 
kenyataan tersebut, muncullah isyu dalam masyarakat berupa 
pertanyaan “apakah semangat nasionalisme kita memang sudah ter- 
erosi?”. Maka merebaklahberbagai pendapat, yang jika dikelompokkan 
secara garis besar dapat dibedakan adanya tiga 
pandangan utama, yaitu: 
Pandangan pertama adalah dari mereka yang menganggap bahwa 
sejak saat ini, nasionalisme itu sudah tidak relevan lagi, karena kita 
menghadapi arus dominan dunia yaitu “era globalisasi”. Bahkanlebih jauh 
lagi, mereka ini sampai mempertanyakan keabsahan konsep “negara 
bangsa” (nation state).Disadari atau tidak, dengan kemasan “ilmiah” ataupun 
bukan, langsung atau tidak langsung, sengajaatau tidak sengaja, mereka ini 
dapat menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan kapitalisme 
BAB XII 
SEJARAH BENDERA MERAH PUTIH 
 
 
A. Pengertian Bendera 
Kata bendera muncul pada awalnya sejak abad ke-16 M ketika 
Indonesia kedatangan pelaut asing yang berasal dari Bangsa Portugis dan 
Bangsa Spanyol yang awalnya memasuki daerah MalukuUtara. Bangsa 
Portugis dengan armada Magalhaes berlayar menggunakan kapal-kapal 
Trinidad dan Victoria dari Samudra Pasifik dan Kepulauan Filipina. 
Sedangkan Bangsa Spanyol dengan armada Alfonso d’Alburqueque di 
bawah pimpinan De Brito datang dari Bandar Malaka dan Samudra 
Hindia. Kedua armada yang berasal dari Semenanjung Iberia ini bertemu 
di Indonesia ketika kali pertamanya menjelajahi bumi sebagai 
circumnavigator (pengeliling atau penjelajah bumi) dan meninggalkan 
istilah-istilah asing di antaranya seperti bandera, jendela, armada, mentega 
dan keju. Sehingga secara etimologi kata bendera merupakan kata 
serapan dari Bahasa Spanyol yaitu bandera dan Bahasa Portugal yakni 
bendera serta Bahasa Italia bandiera yang memiliki urat kata dari Bahasa 
Jerman yang artinya panji-panji yang terbagi atas dua atau tiga carik kain 
perca sebagai tanda golongan atau kebangsaan. 
Dalam Bahasa Italia yang juga rumpun Romawi Kuno kata bendera sering 
diucapkan dengankata bandiera (padiglione), issare la bandiera (mengibarkan bendera) 
dan abbassare la bandiera (menurunkan bendera) Istilah-istilah ini bertahan selama 
300 tahun dalam peradaban Indonesia dan hampir menghilangkan kata asli 
bendera dalam bahasa Indonesia seperti : tunggul, panji-panji, merawal dan ubur-ubur 
serta juga mendesak kata asing yang pernah menjadi bahasa dalam kesusastraan 
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